BAB II
IJTIHAD DAN KEDUDURANNYA DALAM HURKUM ISLAM

Ijtihad adalazh kata arab dalam bentuk mashdar
dari kata ijtahada (kata jadian dari J-h-d) vyang
berarti bersungguh-sungguh (Mahmud Yunus. 1873:73)
atau mengerahkan segala daya upaya untuk mencapal
suatu tujuan (Abu Zahroh, 1858:373), sedangkan
Mujtahid adalah bentuk keempat (isim fa'il) dari kata
ijtahada yaitu orang yang melakukan ijtihad. Kata ini
telah menjadi istilah teknis dikalasngan para ahli
hukum terutama para ahli ushul fikih.

Ijtihad yang telah menjadi istilah teknis ini,
oleh para ulama didefinisikan dalam bentuk dan
redaksi yvang sangat beragam namun pada intinya adalah
sama, seperti al-Baidawi memberi definisi ijtihad
dengan pengerahan kemampuan untuk memperoleh hukum
syar'i (al-Baidawi, tth: III, 260-261), sedangkan al-
Syairozi (tth:70) memberi definisi meluangksan
kesempatan dan mengerahkan segenap kemampuan dalam
mencari ketentuan hukum syar ' i.

Sementara Ibn al-Subki (1982:378) memberi defi-

nisi yang lebih mengarah pada kedudukan hukum hasil
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ijtihad dan lapangan ijtihad, yaitu pengerahan
kemampuan oleh seorang ahli hukum untuk memperoleh
sangkaan kuat (zhann) sdanya hukum, lebih jelas 1lagi
Abdul Wahhab Khallaf (1968: 216) memberi definisi,
pengerahan kemampuan untuk menghasilkan hukum syar’i
dari dalil-dalilnya secara terinci. Sedangkan Abu
Zahroh (Loe. Cit.) memberi definisi yang lebih
mengarah pada kapasitas dan kualifikasi mujtahid,
yaitu mengerahkan kemampuan berfikir dalam menggali
hukum syari ah atau menerapkan kaidah-kaidah yang
telah dihasilkan oleh pemula-pemulanya.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa ijtihad adalash usaha penalaran dalam rangka
memperoleh prediksi logik adanya hukum dalam masalah-
masalah yang tidak ditemukan pernyataan yang Jjelas

dalam a2l-Qur an dan al-Hadits.

M _ Iitihad
Abu Zahroh (Ibid.) membagi ijtihad ke dalam dua
bagian yaitu:
a. Ijtihad Sempurna
Adalah merupakan teknik ijtihad yang hanya bisa
dilékukan oleh sekelompok orang yang betul-betul
memiliki  kemampuan untuk menggali hukum dan
menetapkan hukum dari sumber aslinya secara

independen dalam arti mereka tidak terpengaruh
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oleh metodologi ijtihad pendahulunya dan betul-
betul menggali hukum dengan metode sendiri vang
orisinil (Mahfudh, 13984:41). Hal ini telah
dibuktikan melalui prakarsa karya para ulama
Sahabat, Tabi’in dan para imam Madzhab seperti
imam Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Ahmad bin Hambal
dan termasuk juga al-Auza’'i, al-Thabari dan imam
Ja'far shadig dari golongan Syi ah serta imam-imamn
madzhab yang telah lenyap. (Mahmassani, 18977:145).
I1jtihad Pengembangan
Adalah merupakan teknik ijtihad vyang dilakukan
oleh ulama yang hanya memiliki kemampuan untuk
menerapkan dan mengembangkan metodologi atau
teori-teori hukum vyang dihasilkan oleh pemula-
pemulanya, seperti yang dilakukan oleh Abu Yusuf
al-Anshari, Zufar bin Hudzail bin Qias al-Kufy,
Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Ali bin Muhammmad
al-Bazdsawi, Abdul Hasan al-Karkhi dan Muhammad bin
abi Sahal al-Sarkhisi dari madzhab Hanafi, Abu
Abdullah Ziad bin Abdurrahman &l-Qurthuby, Isa bin
Dinar, Abdurrahman bin Qosim al-Idgi, dan Muhammad
bin Yahya asl-Andalusi dari madzhab maliki, Abu al-
Mu’aly Abdul Malik bin Abdullah al-Juwainy, Abu
Said Abdurrahman bin Makmun al-Mutawally, Abu

Ibrahim al-Muzanni, Abu Qasim al-Rafi’i dan Abu
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7akaria al-Nawawi dari madzhab Syafi’i, Ahmad bin
Muhammad al-Barwasi dari madzhab Hambali (Khudhari
Biek, 1980:412-571).

Al-Imrithi dalam kitab Nazhmul Waragat karangan
Abu sl-Mu’ali al-Juwaini yang dikenal dengan imam al-
Haramain (tth:3) mengklasifikasikan ijtihad dengan
melihat kepada validitas hukum yang dihasilkan vaitu
kepada ijtihad yang valid dan ijtihad vyang invalid
(Qaddas, tth:80; dan lihat juga pembagian al-Umari,
1986:124). Pembagian ini didasarkan kepada hadits
yang diriwayatkan oleh Imam &al-Bukhari dan Imam
Muslim (81-Bukhari, IV:268 al-Nawawi, 1883, XII:13)
tentang pahala ganda bagi mujtahid yang valid dalam
ijtihadnya dan satu pahala bagi yang invalid dalam

ijtihadnya, yaitu:

oot P R T PV ¥ .////:.: TPy attsr, (
artinya: "Apabila Hakim memutuskan perkara, lalu ’

berijtihad dan benar, maka Ia mendapat dusa

pahala dan spabila salah maka mendapat satu

pahala.”

(HR. Bukhari Muslim).

Sedangkan Mahmud Hilmi (1987:225) mengklasifikasi-

kan ijtihad dengan memeperhatikan kapasitas Jjumlah

personil mujtahid dan kekuatan (mengikat dan

tidak)nya hukum yang dihasilkan kedalam dua macam

yaitu:

a. Ijtihad Kolektif (Jjama i) vyaitu ijtihad vang
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dilakukan oleh sekelompok ulama terhadap suatu
topik atau masalah hukum yang diajukan oleh wlil
amri untuk dicari ketetapan hukumnya yang kemudian
disepakti sebagai ketentuan hukum vang bersifat
mengikat kepada setiap masyarakat secara umum.

b. Ijtihad Individual (fardi) yaitu ijtihad yang di-
1akukan oleh badan perseorangan Vang mempunyai
kapasitas dan kualifikasi yang memadail. Hasii
ijtihad 1ini sifatnya tidak mengikat atau tidak

mempunyai kekuatan hukum kecuali pada pencetusnya.

I Ap]il i Iitihad

Sesuai dengan pengertian teknis vyang telah
dikemukakan oleh para ulama diat;s, maka lapangan
aplikasi ijtihad adalah semua masalah realitas vyang
bisa dibedakan dalam dua kategori yvaitu, masalah-
massalah yang menyangkut mzteri hukum dalam arti nas-
nas vyang bisa menjadil lapangan aplikasi ijtihad dan
masalah-masalah vyang menyangkut kasus hukum vyang
membutuhkan penyelesaian dengan cara mengembalikan
kepada sumber pokok yang telah disepagkati yaitu al-
Qur 'an dan al-Sunnah (Q.5. al-Nisa® 4:39). Karena
setiap masalah dalam pandangan Islam telah ada
ketentuan hukumnya (@.S. al-An’'am 65:38), hanya

ternyata mayoritas ketentuan-ketentuan tersebut tidak

dijelaskan secara rinci terutama yang menyangkut
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masalah-masalah non Akidah-Ibadah (muamalah), bahkan
tidak sedikit diantara masalah-masalah tersebut
seperti masalah-masalsh pidana, perdata, tata negara,
hukum niaga dan lain sebagainya tidak ditemukan
ketentuan vyang Jjelas dalsn nas al-Qur’an dan al-
Sunnah.

Mengenai masalah yang terkait dengan masalah
hukum, diketahu bsahwa dalam syari’at Islam secarsa
umum dikenal dua sifat materi hukum (Q.5. Ali Imran
3:7) yaitu:

a. Qath i atau materi hukum yang menunjuk pada makna
tertentu, dapat dipahami dengan’gamblang dan tidak
membutuhkan ta 'wil.

b. Zhanni atau materi hukum yang menunjuk pada suatu
makna dan dimungkinkan adanya makna lain (Khallaf,
1968:35).

Adapun nas-nas yang bisa menjadi lapangan
ijtihad adalah nas-nas yang zhanni indikasi dalalah
nya, yang terdiri dari al-Qur an atau al-Sunnah, atau
nas-nas (Hadits) yang zhanni eksistensi wurud nya.
Adapun tugas mujtahid terhadap nas-nas yang zhanni
eksistensinya adalah meneliti sanad sampainya pada
Nabi, gifat-sifat perawi dari segi kejujuran,
keadilan, dan tsigatnya. Sedangkan terhadap materi

hukum (Hadits) yang zhanni indikasinya adalah memberi
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tafsir dan ta’wil, mencari kuatnya petunjuk terhadap
makna yang dikehendaki, menyelesaikan apabila terjadi
ta'arud, menentukan bahwa materi hukum tersebut
menunjuk pada salah satu hukum taklifi (Khallaf,
1968:216-217, Zuhdi, 1887:129).

Sedangkan masalah-masalah yang menvangkut kasus
hukum, setelah dikembalikan pada sumber pokoknya
dapat dibedakan kedalam masalah-masalah yang tidak
bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihad dan masalah-
masalah vang bisa menjadi lapangan 1ijtihad (al-
Syairazi, tth:70).

Masalah-masalah vang tidak bissa dijadikan
lapangan aplikasi ijtihad: -

a. Kasus-kasus hukum vyang ditetapkan nas secara
pasti gath’ 1) indikasi dalalah dan eksistengi
wurud — nya seperti kewajiban shalat dan =zakat
(@.S. al-Bagarah 2:43) dan kewajiban berpuasa di
bulan Ramadhan (@.S. al-Bagarah 2:184-85) dan
kewajiban menunaikan ibadah haji (@.S. Ali “Imran
3:97) atau yvang ditetap-kan dengan metode
penalaran yang telah disepakati, seperti kaidah-
kaidah umum yang dihasilkan dari nas-nas secara
kumulatif, kohesif dan konprehensif seperti al-
gaidah al-kulliyah yvang lima (al-Madani,tth:8-9).

b. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nas akan tetapi
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‘para ulama telah sepakat mengenail ketetapan hukum-

nya atau kasus-kasus hukum yang tdak diketahuil
kejelasannya dari sagama (al-Syairazi, tth:71),
seperti memberikan seperenam bagian waris kepada
nenek dan tidak sah perkawinannya wanita Islam
dengan laki-laki non-Islam. (Hanafi, 1981: 174,
lihat juga, Zuhdi, 1987:128).

Sedangkan kasus-kasus hukum yang bisa menjadi

lapangan apliksi ijtihad yaitu:

‘&.

Kasus-kasus hukum yang ada nasnya tetapil indikasi

dan eksistensinya diragukan (zhanni). Kondisi ini
bisa ditemukan pada hadits-hadits Ahad dan macam-
macamnya. Sedangkan tugas mujtéhid dalam masalah
ini adalah menieliti keabsahan sanad dan
menjelaskan penunjukannya terhadap masalah vyang

akan diselesaikan (Zuhdi, Loc.Cit.; Khallaf, 18988:

34-35).
Kasus-kasus hukun vang ditetapkan dengan nas
secara pasti (gath'i) tetapi indikasi

--dalalah--hukumnya tidak jelas. Kondisi ini bisa
ditemukan dalam nas-nas al-Qur’an dan Hadits
mutawatir.karena kadangkala, meskipun nas-nas
tersebut menunjuk pada makna yang Jelas (czhahir
al-ma‘'na) namun yang dimaksud bukanlah makna

zhahirnya, dan juga terkadang berbentuk kata ‘am,
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i

muthlak, mustarak, dan mutaradif. Sedangkan tugas
mujtahid dalam hal ini adalah menjelasan makna-
makna dan memastikan petunjuk- petunjuknya pada
salah satu hukum-hukum taklifi (Zuhdi, Loec. Cit.,
dan lihat, Khallaf, 1968:217).

c. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan dengan nas
secara pasti tapi eksistensinya diragukan. Kesdsaan
ini bisa ditemukan pada hadits-hadits Ahad. Adapun
tugas mujtahid dalam masalah ini adalah meneliti
keabsahan sanadnya (Hanafi, 1981:175).

d. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nas hukumnya dan
ketetapan hukumnya belum pernah disepakati oleh
para wulama. Dalam hal ini para.ﬁlama betul-betul
melakukan ijtihad, karena harus mencari ketentuan
hukumnya dengan metode-metode penalarannya
(Khallaf, Loe.Cit.; Hanafi, Loe. Cit..; Zuhdi,

Loe.Cit.).

4. Muitahid dan Tingkatan-tingkatannya
Iitihad adalah suatu pekerjaaan yang tidak
semua orang dapat melakukannya, karena pekerjaan ini
terkait langsung dengan hak-hak Syari® (Allah dan
Rasulnya) dalm arti, setiap ketentuan hukum vyang
dihasilkan oleh seorang muitahid adalah mewakili
kehendak tuhan, atau singkatnya ia adalah kepanjangan

tangan tuhan dalam mengatur hamba-hamba-Nya. Oleh
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sebab itu tidak salah kalau para ulama menetapkan
syarat-syarat, meskipun syarat-syarat tersebut
menurut Igbal (1983:205) hanmpir tidak mungkin
direalisasikan pada badan perseorangan karena terlalu

diidealkan dengan capaian-capaian masa lalu oleh para

imam madzhab (Taufik Adnan Amal, 1992:38).

a. Syarat-svarat Muijtahid
Syarat-syarat mujtahid yang ditetapkan oleh
ulama tersebut dapat dikelompokkan kedalam syarat-
syarat umum, syarat-syarat pokok dan syarat-syarat
pelengkap, dan berikut ini penjelasannya.
1. Syarat-syarat umum

-

Yang termasuk sysrat-syarat umum adalah;

Dewasa, berakal sehat, mempunyai IQ.
(Intellegence Quotient) tinggi dan beriman
(Tuwana, 1883:160-164, dan lihat, Zuhdi,
1889:132).

2. Syarat-syarat pokok
Diantara syarat-syarat pokok vang telah
dirumuskan oleh para ulama adalah:
a. Menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu vyang
berhubungan dengannya seperti, Nahwu,
Sharraf dan Balaghah, dan memahami makna-

makna kosa kata sehingga bisa mengetahui
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susunan dan redaksi suatu kalimat dan Jjuga
pada bentuk-bentuk Muhkam dan Mutasyabih,
Hakikat dan Majaz, Muthlag dan Mugayyad dan
‘Am dan khasmnyva. (Tuwana, Loe.Cit.; Abu
Zahroh, 1858: 380).

Memahami al-Qur an dan ilmu-ilmu ikutannya,
seperti ilmu Asbab al-Nuszul dan Nasikh-
Mansukh, agar hasil ijtihadnya tidak
termasuk dalam hukum nas yvang telah
dimansukh (al-Mahalli, 1882:11,384, al-
Asnawi, tth,III: 283, dan lihsat, al-
Badakhsi, tth,ITI:284).

Menguasi al-Sunnah serta mengetahui Jalan-
jalan periwayastannyva sehingga bisa
mengetahui tingkatan-tingkatan kehujjahan
dalam bentuk mutawatir, masyhur dan ahad-
nya, serta mengetahul tingkatan-tingkatan
keabsahan dalam bentuk shahih, hasan dan
dha if-nya. (Khallaf, 1968:219)

Mengusai metode-metode kias, (al-Syafi’i,
1983: 318) karena menurutnya, ijtihad tidak
lain adalsh Kias (Ibid.,1968:205), sedangkan
untuk menguasainya menurnt Abu Zshrah (1938:
385) dibutuhkan tiga penguasaan, vaitu:

Mengetahui latar belakang materi hukum yang
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menjadi dasar serta illat-illat hukumny;?
agar proses penalaran dan analoginya tidak
salah, menguasai dengan pasti aturan-aturan
serta batasan-batasan dalam mengoperasikan
Kias, dan mengetahui metodologi ulama-ulamsa
klasik dalam mencari illat hukum dan sifat-
sifat yang dijadikan alasan dalam menetapkan
ketentuan hukum.

Sehubungan dengan syarat-syarat yvang telah
disebutkan diatas, al-Syafi’i (1883:0p.Cit.)
menyatakan bahwa syarat-syarst tersebut
adalah bersifat kumulatif (bukan alternatif)
artinya, Jjika salah satu déri syarat-syarat
tersebut tidak dijumpail dalam diri seorang
mujtahid, maka ia terlarang untuk melakukan
ijtihad.

Mengetahui kaidah-kaidah umum.

Yang dimaksud kaidah-kaidah umum ini
menurut Ibn al-Subki (1883,II,383) vyaitu
kaidah-kaidah pokok fighiyah (al-gawa 'id al-
figqhiyat al-kulliyat) dan ditegaskan oleh
al-Syarbini (1982:383) yaitu kaidah-kaidah
seperti al-umur bi magashidiha, aljyaqin la-
yuzalu bi al-syak, al- masyaggat tajlib al-

taisir, al dhararu yuzalu dan al- Cadat



muhakkamat.

f. Mengetahui teori tarjih ketika terjadi
perlawanan (ta  ‘arudh) antara dua dalil (al
Taftazani, 18983:380; Tuwansa, 1983:184),
karena jika terjadi pertentangan antara dua
dalil maka pertamaksali yang harus dilakukan
adalah mentauqgif dan apabila tidak
memungkinkan maka harus diadakan tarjih dan
wajib berpegang pada salah satu dari kedua
dalil tersebut (al-Barzanji, 1993,1I1:308).

g. Memahami ideal moral syari’ah atauw magasid
al-tasyri’

Sehubungan dengan syar;t vang terakhir
ini, al-Syathibi mengatakan bahwa ideal
moral syari’'ah adalah syarat yang sangat
pokok dalam melakukan ijtihad, sedangkan
syarat-syarat vang telah disebutkan diatas
adalah syarat yang mengiringinya atau syarat
pelengkap (Abu Zahroh, 1958:387, dan 1lihat,
Tuwana, 1883:188).

b. Tingkatan-tingkatan Muitahid
Secara umum, dengan melihat definisi ijtihad
vang dikemukkan oleh Abu Zahroh (Loe. Cit.), maka
mujtahid bisa diklasifikasikan dalam dua macam

yvaitu:



Mujtahid Mutlak

Mujtahid mutlak atau mujtahid fi al-Syar’i
atau mujtahid kamil dalam istilahnya Abu
Zahroh (1958:308) adalah seorang ulama yang
mampu menggali hukum-hukum agama dari dalil-
dalilnya secara langsung dan mampu menetapkan
metodologi dan dasar-dasar pokok dalam
aktivitas ijtihadnya. Tingkatan mujtahid yang
pertama ini dapat dibedakan dalam dua
tingkatan, yaitu: Mujtahid mutlak mustagil dan
Mujtahid Mutlak Muntasib.

Adapun Mujtahid mutlak mustagil adalah
mujtahid yang menggali hukum-hukum baru dengan
metodologinya yang orisinil tanpa terpengaruh
oleh ulama-ulama pendahulunya, seperti yang
telah dilakukan oleh ulama-ulama sahabat,
tabi'in seperti Sa’id bin Musayyab dan Abdu al-
Rahman al-Nakha'i para pendiri madzhab seperti
Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris
al-Syafi’i dan Ahmad bin Hambal dan lain
sebagainya (Mahmassani, 1877:145).

Sedangkan Mujtahid mutlak muntasib adalah
ulama vang telah mencapal tingkatan mujtahid
mutlak hanya saja mereka tidak menetapkan hukum

dengan metodenya sendiri tetapi memakai



28
metodologi yang dipakai oleh mujtahid mustaqgil
dan Jjuga memakail keterangan-kerangannya dalam
hukum asal sebagai .landasan penalaran
penggalian hukumnya terhadap masalah-masalah

cabang (Mahmassani, Loec.Cit.).

Muijtahid Madzhab
Mujtahid madzhab adalah ulama’ yvang
mengikuti metodologi salah satu imam madzhab
dalam hukum asal atau cabang dan hanya mampu
mengembangkan dan menerapkannya serta
mengistinbathkan hukum yang belum terdapat
didalam madzhabnya. (Abu Zahr?h, 1958:385-386).
Tingkatan mujtahid yang kedua 1ini dapat
diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu:
Mujtahid takhrij atau ulama yang mengeluarkan
ketentuan hukum yang belum ditetapkan dengan
berdasarkan metodologi pendahulunya (al-Mahalli
1982, I1I;385, 1lihat juga, Abu Zahroh, Ibid.
:3873, dan Mujtahid tarjih atau mujtahid
fatwa dsalam istilahnya Ibn al-Subki (1982,II:
385) dan al-Anshari (tth:148) ialah ulama yang
mentarjih pendapat yang berbeda dalam madz-
habnya untuk memperoleh pendapat vang paling
kuat dan 1lebih mendekati pada nas atau kisas

yang benar atau vyang paling sesuai dengan
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kebutuhan manusia (Zahroh,Loe.Cit.)
Disamping pembagian ijtihad diatas, dengan melihat
kapasitas dan kualifikasi mujtahidnya dapat dibedakan

juga kepads:

a. Muitahid umum (general)

Mujtahid umum adalah mujtahid yang mampu
melakukan ijtihad dalam semua aspek kajian hukum
fikih.

b. Mujtahid khusus (partikular)

Mujtahid khusus adalah mujtahid yang hanya
mampu berijtihad dalam masalah parsial hukum fikih
seperti hanya melakukan ijtipad dalam hukum
keluarga, hukum pidana dan dalam masalah-masalah
vang lain yang sifatnya parsial atan spesifik

(Hilmi, 1978:228).

B. Kedudukan Ijtihad dalam Hukum Islam

1. Hukum Melakukan Iijtihad

Jika ijtihad pada masa nabi telah bisa dilakukan,
baik yang dilakukan dihadapan nabi seperti vyang
dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ataupun dilakukan
tidak berada dihadapan nabi seperti vyang dilakukn
oleh Mu’ad bin Jabal (al-Isnawi, tth:288) maka pada
masa sesudah wafatnya Nabi lebih bisa, bahkan wajib

dilakukan, karena disamping semakin banyak masalah-
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masalah realitas —transformasi sosial — yang tidak
ditemukan dimasa nabi, juga karena wahyu al-Qur’ an
(atau nabi sebagail tempat penyelesaian masalah-
masalahnya) telah terputus. (Hasby, 1990:45).

Adapun orang vang terbebani untuk melakukan
ijjtihad adalah orang-orang yang mempunyai nyali dalam
arti mau mendobrak status quo ijtihad vyang telah
dinyatakan tertutup dan sudah barang tentu harus
didukung dengan intensitas pemahaman keagamaan yang
memamadai . [

Mengenai hukum-hukumnya secara rinci dijelaskan
oleh al-Umari (1986:122-123), yaitu:

a. Wajib ‘ain, yaitu kewajiban baga seseorang yang
dimintai fatwa dalam suatu masalah hukum dan
masalah tersebut dikhawatirkan lenyap tanpa
memperoleh kepastian hukum.

b. Wajib kifai, yaitu kewajiban bagi orang vyang
dimintai fatwa dan orang tersebut tidak khawatir
hilangnya masalah tersebut tanpa memperoleh suatu
kepastian hukum karena masih banyak mujtahid lain
yvang mampu memutuskannya.

c. Mubah, yvaitu melakukan prediksi hukum dalam
masalah-masalah yang belum terjadi.

d. Makruh, vyaitu melakukan ijtihad dalam masalah-

masalah yang tidak mungkin terjadi.



e. Haranm, vaitu melakukan ijtihad untuk memperoleh
ketentusn hukum yang berlswanan dengan nas  atau
kaidah-kaidah wushuliah yang masyhur stau ijtihad
vang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai
kuslifikasi yang memadai, karena orang tersebut
tergolong dalam kelompok orang-orang yang wajib

bertanyas apabila tidak tahu (8.5. al-Nahl 16:43).

2. Alasan-Alasan kewaiiban Ijtihad.

Alasan-alasan kewajiban ijtihad secara umum
dapat dibagi menjadi dua alasan yaitu alasan-alasan
internal dan alasan-alasan eksternal. Alasan-alasan
internal yang dimaksud adalah aliasan-alasan vang
berasal dari dalam sumber hukumnya, sedangkan alasan-
alasan eksternal adalah masalah-masalah realitas yang
harus disikapi agar ternaungi oleh hukum Islam.

a. san- tern

Dalam al-Qur an memang tidak ditemukén
nas-nas yang secara langsung menyuruh elakukan
ijtihad. Namurn demikian, unghkapanr-ungkapannya
tentang keharusan berfikir, secara umum banyak
ditemukan terutama dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan yang sangat menggugah untuk segera
disikapi. Seperti diantaranya pernyataan-
pernyataan; afala tatafakkarun (Q.S. al-An am
6:50; Hud 11:24), afala yatadabbarun (Q.5. al-

Nisa ” 4:82), afala ta lamun (Q.S. Ali Imran 3:60;



al-An"am 6:31), dan afala tadsakkarun (Q.S. Hud
11:24) bahkan lebih Jelas lagi, al-Qur  "an
mempertanyakan dalam bentuk pengingkaran (istifhanm
Iinkari) tentang keberadaan seseorang ysng tashu dan
vang tidsk tahu, orang-orang yang mau melihat dan
pedulil pada realitas dengan orang orang-orang yang
acuh pada realitas (Q.S. al-Zumar 39:9; al-An‘am
6:50).

Dalam kesempatan yang sama al-Qur an men-
yuruh mengambil contoh dan ibarat (@.S5. al-Hasyr
59:2; Yusuf 12:111) terhadap ayat vyang diturun-
kannya (Q.S5 al-Bagarah 2:266; al-Ra'd 13:3; al-Rum
30:21,23, 24, 28; al-Zumar 39:42; Ali Imran 3:118;
al-An"am 6:85; al-Syura 42:42; al-Zuhruf 43:13),
serta menyuruh untuk mengkaji, memperdalam dan
memahami materi-materi hukum dengan cara mengemba-
likan setiap kasus hukum kedalam naungan wahyu
vang diturunkan-Nya (QS. al-Maidah 5:49; &al-Nisa’
4:105) sebagai sumber pokok dalam syari‘ah (Q.S.
al-Nisa® 4:58; Ali Imran 3:32). Sementara disatu
sisi, al-Qur an mengancam orang-orang yahg enggan
menjadikan hukum Allah sebagai rujukan dengan
gelar ‘“"zhalimun, fasigqun, bahkan lebih ekstrenm
lagi dengan gélar kafirun (@.S. al-Maidaah 5:44,
45, 47), dan disisi lain, al-Qur  an menjanjikan

petunjuk (huda) dan kedudukan yang tinggi disisi



Allah bagi orang-orang yang mau berusaha keras dan
berjuang dalam agamaNya (Q.5. al-Ankabut 298:89)
baik dengan harta maupun dengan jiwanya (Q.S. al-
Taubah 8:20,80). Termasuk dalam pengertian Jihad
al-nafs adalah jihad intelektual yang Jjugs dia-
njurkan oleh al-Qur 'an yaitu memperdaslam pengeta-
huan tentang agama atau tafagquh fi al-din (Q.S.
al-Taubah 9:122) ketika orang-orang Islsm keluar
semus untuk berjihad fisik dan dimaksudkan agar
bisa menyelesaikan masalah-masalah realitas.

Alasan yang juga tak kalsh pentingnya vyang
juga termasuk alasan internal ;aalah, diketahui
bahwa dalam al-Qur an banyak ditemukan statement-
statement umum dan global seperti bentuk-bentuk
kata mutlag, mujmal yang hasrus ditetapkan indika-
sinya untuk displikasikan dalam masalah-masalah
parsial (Juz i} atau spesifik (khash), terlebih
lagi dalam al-Qur an terdapat ayat-ayat yang samar
(mutasyabihat) vang harus dijelaskan artinya
(ta 'wil).

Adapun alasan-alasan kewajiban yang terdiri
dari al Hadits adalah banyak sekali baik vyang
dimengerti dari tindakan-tindaksn Nabi ketika
menghadapi kasus-kasus hukum yang tidak tersele-
saikan dengan wahyu al-Qur’ 'an, seperti yang terja-

di padaasbabun nouzulnya surat al-Anfal ayat 68
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tentang ijtihad Nabi tentang tebusan pada tawanan
perang badar yang disalahkan oleh Allah (al-
Badakhsi,tth, III:288), atau anjuran dan persetu-
juan Nabi dalam menghadapil kasus yang tidak didsa-
pat bukti tekstualnya, seperti yang terjadi péda
Mu'ad bin Jabal.

Disamping itu, ternyata ulama-ulama madzhab
yvang selama ini selalu dijadikan acuan tidek mem-
bolehkan bertaglid. Perkataan Abu Hanifah dan Abu
Yusuf vang dikutip oleh Mahmassani (Op.Cit.,148),

Yal}tu .: :-'f: VAl :/'/ . "'/J‘:/:I /% g
oug;-{ w‘j"‘.w"uy 29 OV =2 Lﬁ-,
artinya: "Tidak boleh bagi seseorang mengatakan

atas pendapat kami sehingga ia tahu dari
mana kami berkatas demikian.”

Dalam kesempatan yvang sama, Mahmassani (Ibid.)}
mengutip perkataan Ahmad bin Hambal yaitu:
P P
/”/ )o/o l///' -‘:/ //b/l ." < /// /./ﬁ
F Y . a . ) A [] ..
ols be’uﬁ‘))vj ) }J‘Qj 982 L2300 /sl
artinya: "Janganlah kalian bertaglid kepada saya,

Malik, Syafi"i dan juga kepada Tsauri,
ambillah daril mana mereka mengambil."”

Disamping alasan-alasan internal yang telah
disebutkan. Alssan-alasan vang paling mendesak
untuk melakukan ijtihad adalah alasan-alasan yang
bersifat eksternal, yaitu berupa masalash-masalah
vang terbias dari transformasi peradaban manusia

vang semakin berkembang yang setelah dikonsultasi-



kan pada preseden yang ada, tidak ditemukan secara
jelas kepastian aturan-aturannvya.

Dan meskipun al-Qur’an merupakan sumber
norma dan nilai-nilai normatif yang sudah komplit
dan setiap masalah menurut pengakuannya telah
dijelaskan (@.S. al-An am 6:38; al-Nahl 16:88)
ternyata ketika dihadapkan pada masalah-masalah
realitas, sangat sulit menafsirkan dan menentukan
indikasinya, dengan kata lain preseden 2al-Qur an
atau al-Hadits telah tidak dialogis dan dialektis
lagi seperti halnys ketika diturunkan ataun diri-
wayatkan vang selalu memberi ‘solusi terhadap
masalah realitas.

Sementara disatu sisi, dikatakan oleh ulama,
bahwa =al-Qur 'an yang harus dijadikan rujukan
ternyata hanya memuat kurang lebih 500 ayat (atsau
600 ayat menurut sebagian ulama) vang dianngap
muhkam atau vyang mengandung elemen hukum dari
-keseluruhan ayat vyang berjumlah 8218, itupun
mayoritas berkai-tan éengan masalah ritual, se-
dangkan yang bertalian langsung dengan hukum hanya
berjumlah 80 ayat (an Na’'im, 1894:41; al Asmawi,
1993:121), Jjadi kelengkapan dan keuniversalannysa
justru teletak pads pada keumuman dan keglobalan
ungkapan-ungkapan yang akan dihadapkan pada masa-

lah-masalah aktual.
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Dan disisi lain, al-Hadits sebagai sumber
dan penjelas bagi al-Qur’ 'an, mayoritas adalah
merupakan legal spesifik dari masalah-masalah
realitas diwaktu zl-Hadits tersebut dikeluarkan,
jadi tanpa menggsali dan mengembalikan pada motif-
motif keniscayaan keduanya adalah sangat sulit
mengaplikasikan pada masalah-masalah aktual.

3. Kedudukan Hukum basil Ijtihad

Kedudukan hukum hasil ijtihad secara umum dapat
dibagi kedalam ijtihad yang valid dan yang 1invalid,
ini didasarkan pada pernyataan Nabi tentang pahala
ganda bagi yang valid hasil ijt{hadnya dan satu
pahala bagi vyang invalid (Muslim,II, tth:62; al-
Nawawi,XII, 1883:13)

Sedangkan apabila dilihat dari mengikat
(multazim) dan tidaknya, hukum hasil ijtihad adalah
tidak mengikat kecuali kepada diri pencetusnysa, dan
tidak menjadi hujjah kepada seluruh ummat manusia dan
tidak seorangpun yang wajib mengikuti dan bertindak
sesuai dengan hasil ijtihad tersebut (Hilmi, Loec.
Cit.), sebab masalah yang telah ditetapkan oleh
seorang mujtahid didasarkan pada dalil syar’i vyang
zhanni yang memungkinkan menghasilkan perbedaan hukum
karena perbedaan penalaran, metode yang dipakai serta
situasi dan kondisi vyang melatari mujtahid yang

bersangkutan.



Dan begitu juga, hukum ijtihadi bersifat mengi-
kat kepada orang yang secara khusus meminta fatwa

daslam suatu masalah dan tidak mengikat pada vyang

lainnysa.

Seperti telah disebutkan dalam pembahasan terdahu-
lju bahwa Islam adalah agama vyang memuat sekumpulan
aturan keagamaan ysang mengatur setiap aspek kehidupan
manusia disegala zaman, baik bersifat individu atau
kolektif, hal ini menuntut keuniversalan dan keelastisan
aturan-aturannya.

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam
merupakan suatu kekuatan yang amat dinamis dan kreatif.
Hal ini dapat dilihat dengan munculnya sejumlah madzhab
hukum vang memiliki coraknya sendiri-sendiri sesuai
dengan latar belakang sosio-kultur dan politik dimana
nadzhab hukum itu tumbuh dan berkembang.

Perkembangan yang dinamis dan kreatif dalam hukum
Islam setidaknya karena keniscayaan hukum Islam itu
sendiri sebagai sumber norma dan nilai-nilai normatif
vang harus diaplikasiakan dalam setiap aspek kehidupan
msnusia, maka kebutuhan untuk selalu membumikan ajaran-
ajarannya akan selalu aktual kepermukaan, terntama dalam
rangka memberi solusi terhadap berbagai masalah yang

ter-bias dari proses transformasi nilai-nilai dan pera-

daban manusia.



Namun sangat tragis sekali, perkembangan yang
dinamis dan kreatif itu harus terhenti ketika pada kira-
kira akhir abad IV muncul fatwa yang menyatakan pintu
ijtihad telah tertutup (al-Asmawi, Op.Cit.,124; Zuhdi,
Op.Cit.: 138).

Meskipun pada hakikatnya fatwa tersebut adalah
dimaksudkan untuk integritas dan stabilitas ummat agar
tidak terusik dengsn sdanya fatwa-fatws simpang siur
yang berakibat membingungkan dan meresahkan masyarakat,
tapi dampak dari fatwa tersebut tragis sekali, Zenerasi-
generasi muslim menjadi statis dan pengecut intelektual-
nya, hukum Islam yang mula-mula dingmis dan kreatif
menjadi terhenti dan dicukupkan dengan kitab-kitab
madzhab hukum yang telah terkodifikasi sebagal tempat
pengembalian masalah-masalahnya, sementara al-Qur an dan
al-Sunnah sebagai sumber pokoknya diabaikan dan hanya
dijadikan justifikasi pendapat-pendapat imamnya (Zuhdi,
Loec. Cit.)

Dan juga, disisi lain, meskipun secara teoritis
ijtihad tidak pernah tertutup, akan tetapi dipagari
dengan syarat-syarat yang tidak mungkin diaplikasikan
dalam diri perorangan, terutama mujtahid mutlak
(Igbal,O0p.Cit., 205) dan terlalu diidealkan pada ca-
paian- capaian masa lampau (Taufik Adnan Amal, 1880:386).

Menutup pintu ijtihad berarti memenjarakan masa

sekarang kedalam masa lampau, maka berarti Islam berja-
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lan mundur, sementara masalah-masalah yang perlu disele-
saikan agar ternaungi oleh keuniversalan hukum Islam
adalah suatu keharusan, dengan cara menerapkan dan
mengembangkan metode yang telah ada karena untuk memulai
dengan metode baru yang betul-betul orisinil seperti
vyang telah dicapai oleh para pendiri madzhab adalah

sangat berat bahkan bisa dibilang tidak mungkin.

Metode-Metode Ijitihad dalam Hukum Islam

Metode vyang dipakai oleh para ulama dalam rangka
istinbath hukumnya sangan beragam sekali terutama sete-
lah tidak menemukan bukti tekstual vang akan dijadikan
landasan penetapan houkumnya. Keadaan ini lebih banyak
dipengaruvhi oleh latar belakang (historical background)
sosio-kultur dan aliran penalarannya.

Metode-metode tersebut yaitu: metode Ijmak, Kias,
Istihsan, Istishlah, Istishhab, dan Urf, yang akan dije-
laskan secara singkat dibawah ini. Sedangkan Istihsan
dan Istishlah akan dijelaskan secara khusus di bab tiga

dalam kajian ini.

1. Metode Ijmak
Iijmak adalah salah satu metode ijtihad vyang
dianggap memiliki kekuatan argumentatif setingkat
dibawah dalil-dalil nas (al-Qur 'an dan al-Hadits),
karena proses penetapannys melibatkan seluruh
mujtahid meskipun tidak jarang pada awal mulanya

dihasilkan oleh seorang mujtahid saja.
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a. Pengertian Ilimak

Dalam arti bahasa, Ijmak mempunyai penger-
tian sepakat, sedangkan menurut istilahnya ulama
ushul fikih, Ijmak adalah kesepakatan para mujta-
hid disuatu masa setelah wafatnya Nabi s.a.w.
terhadap hukum syarak yang bersifat praktis (Abu
Zahrah, Op. Cit., 188).

Sedangkan al-Razi (1888, 1I1:2) memberi
definisi vyang lebih lebar cakupannya, bukan saja
pada ahli-ahli hukun tapi meliputi ahlu al-hall wa
al-agd yang menurut Muhammad Abduh terdiri dari
kepala negara, hakim, ulama, pemimpin militer,
kepala-kepala instansi, dan tokoh yang dijadikan
panutan penyelesalan masalah oleh mayarazkat
(Khallaf, 1968:47; Hasbi, 1990:343).

b. Unsnr-Unsur Iimak

Unsur-unsur yang mejadikan 1jmak sebagail
hujiah oleh para ulama dirumuskan dalam tiga
syarat, yaitu:

i. Pada waktu terjadinya ijmak, seluruh mujtahid
dipenjuru dunia harus berkumpul.

2. Seluruh Mujtahid betul-betul menyepakati keten-
tuan hukumnya.

3. Kesepakatan masing-masing mujtahid harus
diketahui dengan mengenukakan pendapat-penda-

patnya secara jelas.
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c. Macam-Macam Ijmak

Ijmak apabila dilihat dari proses terjadin-
va, oleh para ulama diklasifikasikan dalam dua
macam yaitu:

1. Ijmak Sharih, atau ijmak gqauli, yaitu proses
ijmak dimana setiap mujtahid mengeluarkan
pendapatnya baik secara lisan atau tulisan yang
menyatakan penerimaan terhadap masalah yang
dimaksud.

2. Ijmak Sukuti, vyaitu proses 1iJmak terhadap
pendapat seorang mujtahid dengan cara tidak
memberi komentar dan dan tidak seorangpun dari
mereka yang mengingkarinya.

Sedangkan apabila dilihat dari validitas
indikasinya, dapat digolongkan menjadi ijmak vyang
pasti (gath’ i) karena diriwayatkan dengan mutawa-
tir, dan ijmak yang tidak mempunyai kepastian
(zhanni) karena diriwayatkan oleh perseorangan
(al-Syairazi, Op. Cit., 48-48; Abu-Zahrah, O0Op.
Cit.,205; al-Anshari, tth:108; al-Mahalli, tth:
47; al-Dimyathi, 1855:18).

d. Kehuil imak

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa
ijmak tidak bisa dijadikan hujjah karena sangat
tidak mungkin terjadi, seperti Ahmad bin Hambal

bahkan beliau berkata, sesuatu vyang didakwskan



sebagai ijmak adalah bohong dan yang mendakwakan
adalah penbohong (Faishal Hag, Miftahul Arifin,
1982:84).

Adapun mayoritas ulama sepakat menganggap
ijmak sebagai hujjah syar iyah dan mereka mengam-
bil dalil dari al-Qur 'an surat 4:59,83, 115;
2:143; 3:103), dan hadits- hadits yang dikutip

oleh Mahmassani, blt 122-123), yaltu -,

le VAL e 255 @

artinya: "Ummatku tldak akan sepakat dalam kesesa-
tan."”

Dan Hadits yang berbunyi:

S 43I /’/&MUJA\..J LW

artinya: “Apa yvang dipandang baik oleh orang- orang
Islam maka menurut Allah adalah baik."

2. Metode Kias
a. Pengertian Kias

Pengertian Xias menurut ulama ushul fikih
adalah mempersamakan hukum suatu kejadian vyang
tidak adaz bukti tekstualnya dengan masalah yang
ada bukti tekstualnya karena ada kesamaan alasan
hukum (Khallaf, 198868:352).

b. Unsur-Unsur Kias

Berdasarkan definisi kias diatas, ulama

merumuskan rukun-rukun kias menjadi empat, yaitu:

1. Asal atau masalah yang telah ada ketentuan

hukumnya.



2. Csbang, atau masalah vyang tidak ada bukti
tekstualnya dan akan dicari ketentuan hukumnya.

3. Hukum asal, (hukum yang diketahuil dari asal).

4. Illat hukum, atau alasan-alasan adanya keten-
tuan hukum pada asal (al-Mahalli,II, 1882:212).

Adapun syarat-syarat vyang harus ada pada
unsur yang pertama dan yang kedua adzlah kepastian
tentang ada dan tidaknya ketentuan hukum, baik
diketahui dari nas &l-Qur’an dan hadits atau
diketahui dari ijmak (Abu Zahrah, 1858:228),
sedangkan pada unsur ketiga dan keempat ditetapkan
beberapa syarait, karensa tidak semua hukum syara’
dapat diterapkan pada masalah-masalah lain.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam
hukum asal, dirumuskan oleh Mahmud Hilmi kedalam
tiga, vaitu:

1. Hukum asal harus ditetapkan dengan nas al-
Qur an atau s=l-Hadits.

2. Hukum asal harus rasional (ma’'qul al-ma’'na)}
agar dapat dipahami illat-illat keniscayaannya.

3. Hukum asal harus bersifat umum, bukan berupa
hukum yang ditetapkan sebagai kekhususan
(Hilmi, 1978:228-30)

Sedangkan syarat-syarat jllat vyvang telah
disepakati oleh ulama adalah:

1. Harus berupa sifat yang tampak sehingga bissa
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menjadi sesuatu yang menentukan.

2. Harus berbentuk sifat yang tetap, tidak
terpengaruh | oleh perubahan situasi dan
individu.

3. Harus berupa sifat yang relevan antara hukum
dengan sifat yang menjadi illat.

4. Sifat yang menjadi illat harus bisa diaplikasi-
kan pada masalah lain (muta "addy).

5. Sifat yang menjadi illat tidak dibatalkan oleh
suatu dalil (khallaf, COp.cit., 88-70; Abu Zah-
rah, Loc.Cit. ).

Macam-Hacam Kias

Kias secara umum oleh para wulama dibagi

tiga, vaitu:

1.

Kias ITllat, atau mempersamakan cabang kepada
asal, karena adanya kesamaan dalam illat ataun
alasan hukum, dan kadangkala karena kesamaan
ide moral atau hikmah.

Macam kias yang pertama ini terbagi dua,
vaitu: Kias Jali dan kias khafi. Kias Jali
vaitu kias yang alasan-alasan hukumnya dite-
tapkan oleh kepastian dalil yang tidak mungkin
dipalingkan pada makna lain. Sedang Kias Khafi
vaitu kias yang illat hukumnya ditetapkan atas
dasar relatifitas atau sesuatu yang hanya

dimungkinkan sebagai illat.



2. Kisas Dalalah, atau memperssamakan cabang
karena sada hal-hal yang menunjukkan adanysa
kesamaan illat denggn hukum asal.

3. Kias Syibhi,‘ atau kias yang cabangnya biss
dipersam;kan .pada dua asal, maka dikiaskan
dengan asal yang lebih banyak mempunyai persa-
maan (&l-Syairozi, tth:54)

Kehuiial Ki

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kias
menjadi  hujjah dalam syari‘sh, golongan  ini
dikenal dengén mutsbit al-gias. Pendapat ini
disandarkan  kepada seruan al-Qur an untuk
mengembalikan setiap masalah pada Allah (al-Kitab)
dan pada (al-Sunnah) Rasul-Nya (Q.S; 4:59; 16:44)
dan juga pada Hadits tentang restu Nabi pada Mu’ad
bin Jabal untuk melakukan ijtihad dalan hal-hal
yéng tidak ditemukan Secafa. jelas bukti
" tekstualnya.

Sedangkan golongan yang menegasikan Kias
sebﬁgai hﬁjjah "dalam syari‘ah adsalah golongan
. Zhahirish, golongan Nizhamiah, dan sebagian
golongan Syi‘i, mereka beralasan bahwa semua
masalah telah ads ketentuannya didalam al-Qur’an
atau ﬁl—Hadits (Q.S; 6:38) baik secars langsung

atau tidak lansung (Hanafi, 1887:140).
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3. Metode Istidlal

Daiam arti bahasé{ istidlal adalah mencari
dalil, sedﬁngkﬁn menurut istilah ulama ushul fikih
adalah dalil yang bukan terdiri dari ﬁas,vijmak dan
kias. Istidlal jﬁga dipakai sebagai. istilah dalam
menyandarkan suatu ketentuan pada nas atau ijmak
(Hakim, tth:128).

Hetode-metodé vang digolongkaﬁ kedalam mécam
istidlal adalah: |
a. Isiishhﬁh

Istishab menurut ulama ushul fikih adalah
memberlakukan keédaan yvang telah terjadi sampai
diketahui- ada dalil yang mengubahnya. Metode ini
biasanvya 'diwujudkan dalam bentuk kaidah, seperti
al-ashl fi al-asyya’ al-ibahah, al-ashl barash
al-dzimmah, dén _al—aéhl baga ‘u ma kana ‘ala ma
kana,ﬁiau singkatnya' adalah al-bara’ah al-
ashliyyah (Hilmi, 1978:231).

b. _ . .

Dzari ' ah adalah‘perantaga vang akan menuju
kepada hal-hal vang diharamkan atau dihalalkan
(Abu 2ahrah, Op. Cit.,288), jadi yang dimsksudkan
Sadd al-dzari‘ah adalah menutup jalan yang bisa
mendatangkan hal-hal yang dilarang. Metode ini
intinya diwujudkan dalam kaidah dar ‘u al-mafasid

muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih.



c.Ur f

:Urf adalah sesusatu ‘yang telah menjadi
kebiasaan terus-menerus dalamrmasyﬁrakat (Khallsaf,
Op. Cit.,88). Urf oleh ulama dibagi kedalam urf
yapng baik dan wurf yang jelek, sedangkan yang
dipegahgi‘ sebagai hujjah adalah urf vyang sesuai

.dengah.ideal moral syari'ah.

Keadaan-keadaan ini oieh paratulama biasanya
.diwujudkan dalam kaidah—kéidah seperti, al-’adah
muhakkaméh; al-ahkam yataghay?ar bi taghayyar al-
urf - zamanan wa makanan, al-ma ‘ruf ‘urfan ka gl—
masyruth syar  an dan al-tsabit ‘urfan ka al-tsabit
nashshan (khallaf, Op. Cit.,80; sal-Mutawalli,

-1978:85; Hasby, 1981:183; Zuhdi, Op.Cit.,124-125).



